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I. UMUM

Kendaraan merupakan sebagian unsur pokok dalam penyelenggaraan
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang bertujuan untuk mewujudkan
lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar,
tertib dan teratur, nyaman dan efisien, mampu memadukan moda
transportasi lainnya, menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan,
menunjang pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas, pendorong,
penggerak dan penunjang pembangunan nasional dengan biaya yang
terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Di samping itu, kedudukan dan peranan Kendaraan sebagai sarana
transportasi yang memiliki peran di dalam kegiatan sosial ekonomi
masyarakat, dan juga menyangkut hajat hidup seluruh lapisan
masyarakat, terutama yang menyangkut perwujudan keseimbangan
perkembangan antar daerah dan pemerataan hasil-hasil
pembangunan secara nasional, serta untuk mendukung kegiatan
ekonomi, meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa, dalam
rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional menunju
masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Dalam kedudukan dan peranannya seperti itu, maka pengaturan
tentang Kendaraan seharusnya tidak hanya dilihat dari kepentingan
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sektoral semata, namun lebih dimaksudkan untuk pencapaian tujuan
penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana
diuraikan di atas.

Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan negara,
mempunyai tugas dan kewajiban untuk melakukan pengaturan
terhadap Kendaraan yang semata-mata diarahkan untuk pencapaian
tujuan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan
pembangunan nasional. Peraturan Pemerintah ini mengandung
semangat pemberian kemudahan pelayanan kepada masyarakat,
dinamika perubahan atau perkembangan teknologi di bidang
Kendaraan Bermotor dan perubahan-perubahan secara global serta
meningkatkan peran serta pemerintah daerah dan swasta.

Peraturan Pemerintah ini telah menampung berbagai perubahan
pengaturan yang terkait dengan penyelenggaraan pengujian
Kendaraan Bermotor baik yang menyangkut unit pelaksana
pengujianya maupun mekanisme pengujian. Hal ini dimaksudkan
untuk meningkatkan kualitas kinerja pengujian Kendaraan Bermotor
sekaligus kemudahan pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat
diwujudkan keselamatan sarana yang lebih baik.

Untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang optimal, diperlukan
adanya pengaturan mengenai Kendaraan secara terpadu, menyeluruh,
dan berkesinambungan. Hal ini dapat dicapai jika kegiatan
pengaturan dan pembinaan pada masing-masing instansi pembina
lalu lintas dan angkutan jalan terkoordinasi secara utuh, tertib,
teratur dan sinergis antara satu dengan lainnya.

Dalam rangka mendukung sistem informasi dan komunikasi secara
terpadu, peraturan pemerintah ini mengatur ketentuan bagi unit
pelaksana pengujian Kendaraan Bermotor untuk membangun sistem
informasi dan komunikasi di bidang pengujian Kendaraan Bermotor,
serta dalam rangka menciptakan sarana yang memenuhi persyaratan
teknis dan laik jalan perlu ada pengaturan mengenai kompetensi bagi
penguji Kendaraan Bermotor dan pengawasan pelaksanaan pengujian
Kendaraan Bermotor yang diatur melalui sistem akreditasi pengujian
Kendaraan Bermotor secara berkala.

Peraturan Pemerintah ini mengatur hal-hal yang berkaitan dengan
jenis dan fungsi Kendaraan Bermotor, persyaratan teknis dan laik
jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan,
kewajiban yang harus dipenuhi oleh Kendaraan Bermotor yang akan
dibuat/dirakit di dalam negeri dan/atau diimpor, perlengkapan
Kendaraan Bermotor, persyaratan Kendaraan Tidak Bermotor,
Pengujian Kendaraan Bermotor beserta susunannya, pemeliharaan
dan perbaikan Kendaraan Bermotor serta pemberian sanksi
administratif.
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II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Kendaraan Bermotor umum” adalah
setiap Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk angkutan
barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Mobil Penumpang sedan yang
memiliki 3 (tiga) ruang” adalah Kendaraan Bermotor
yang dirancang terpisah secara permanen atau tidak
permanen antara ruang mesin di bagian depan atau
belakang, ruang pengemudi dan penumpang di bagian
tengah, dan ruang bagasi di bagian belakang atau depan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Mobil Penumpang bukan sedan
yang memiliki 2 (dua) ruang” adalah Kendaraan
Bermotor yang dirancang terpisah secara permanen atau
tidak permanen antara ruang mesin di bagian depan
atau belakang dengan ruang pengemudi dan penumpang
dan/atau bagasi.

Mobil penumpang bukan sedan misalnya Sport Utility
Vehicle, Station Wagon, Multy Purpose Vehicle, Hatch
Back, All Purpose Vehicle.
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Huruf c

Mobil Penumpang lainnya yang dirancang untuk
keperluan khusus dalam ketentuan ini misalnya mobil
ambulance, mobil jenazah.

Ayat (3)

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Panjang keseluruhan dalam ketentuan ini tidak
termasuk bumper.

Angka 3

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Panjang keseluruhan dalam ketentuan ini tidak
termasuk bumper.

Angka 3

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Panjang keseluruhan dalam ketentuan ini tidak
termasuk bumper.

Angka 3

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.
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Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Mobil Barang bak muatan terbuka dalam ketentuan ini
misalnya dump truck, non dump truck, flat deck, double
cabin (Mobil Barang kabin ganda).

Mobil Barang kabin ganda adalah kendaraan bermotor
yang dirancang memiliki 2 (dua) baris tempat duduk
pengemudi dan penumpang dengan ruang barang yang
terpisah secara permanen dan/atau tidak permanen oleh
dinding atau sekat.

Huruf b

Mobil Barang bak muatan tertutup dalam ketentuan ini
misalnya box, wing box, box freezer, Mobil Barang kabin
ganda.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Mobil tangki” adalah mobil yang
dirancang untuk mengangkut benda cair atau gas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Kendaraan khusus untuk fungsi militer misalnya
Kendaraan tank, panser, Explosive Ordinance Disposal
(EOD), Commander Call Carrier, Security Barrier,
Kendaraan lapis baja yang digunakan untuk tempur dan
Kendaraan yang dirancang khusus yang dimiliki oleh
Tentara Nasional Indonesia.

Huruf b

Kendaraan khusus untuk fungsi ketertiban dan
keamanan masyarakat misalnya Kendaraan water canon,
Anti Personel Carrier (APC), Explosive Ordinance Disposal
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